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Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights)
merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990
dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis,
berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai
pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan
laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi
akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan
politik secara adil.

Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan
dan keadilan gender, Solidaritas Perempuan bekerja pada 4 fokus isu,
yaitu (1) Konflik Sumber Daya Alam, (2) Kedaulatan Pangan, (3) Migrasi,
Trafficking & HIV/AIDS, (4) Seksualitas dan Pluralisme. SP merupakan
organisasi yang berbasiskan keanggotaan individu, dengan anggota hingga
2012 berjumlah 774 orang, perempuan dan laki-laki, yang tersebar di 10
Komunitas/Cabang, di antaranya SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP
Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri
Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa, dan SP
Sintuwu Raya Poso




KATA PENGANTAR

Pendanaan iklim yang masuk ke Indonesia, tidak terlepas dari pernyataan
komitmen Indonesia untuk menurunkan emisinya hingga 26% dengan usaha
sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2020, berdampak pada
semakin masifnya proyek iklim di Indonesia, terutama dalam rangka persiapan
untuk implementasi skema REDD+. Solidaritas Perempuan melihat pentingnya
untuk melakukan pemantavan terhadap situasi tersebut, diawali dengan
melakukan pemantauan terhadap proyek percontohan untuk pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), yaitu Kalimantan Forest and Climate
Partnership di Kalimantan Tengah, yang memang menjadi Propinsi percontohan
untuk REDD di Indonesia. Berbagai fakta permasalahan sosial, ekonomi dan politik
ditemukan Solidaritas Perempuan, terutama bagi perempuan, baik dalam hal
informasi, konsultasi dan partisipasi hingga pada persetujuan masuknya proyek.

Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan merasa penting untuk
memberikan penguatan terhadap perempuan yang tinggal di wilayah proyek
REDD+ KFCP. Harapan besar Solidaritas perempuan dengan penguatan dan
membangun kesadaran kritis perempuan, agar perempuan memiliki keberanian
dan kemampuan untuk mendorong pengakuan terhadap perempuan sebagai
pemangku kepentingan dan dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan
keputusan, terutama untuk memperjuangkan akses dan kontrolnya atas
pengelolaan hutan. Sebagai organisasi Feminis, maka pendekatan FPAR, (Feminist
Partisipatory Action Riset) merupakan metode yang tepat untuk melihat dan
menganalisis relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan para actor yang
berdampak pada ketidak adilan terhadap perempuan. Bersama perempuan
komunitas, Solidaritas Perempuan melakukan penelitian terkait dampak dari
proyek iklim tersebut terhadap perlindungan hak-hak perempuan di wilayah
proyek. Riset ini dilakukan dengan dukungan dari mitra SP di tingkat regional,
yaitu Asia Pacific Women Law and Development (APWLD).

Hasil dari riset ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua
yang terlibat dalam riset ini, terutama Margaretha Winda Febiana dan Puspa Dewy
yang selama ini mengawal proses pelaksanaan riset, juga para peneliti lokal yang
dengan semangat yang tinggi mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan
setiap proses yang dilakukan di tingkat proyek, dalam hal ini, Ibu Sri Eldawati, Ibu
Meluh, Ibu Inang, dan Ibu Mariati dari Desa Mantangai Hulu, Ibu Irma, Ibu Rica, Ibu
Kamala, dan Ibu Gini Andriani dari Desa Kalumpang, serta Ibu Herlina Sukmawati,
Ibu Lely dan Ibu Yuli dari Desa Sei Ahas. Penghargaan juga kami sampaikan
kepada Tim Divisi Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam di Sekretariat



Nasional Solidaritas Perempuan, yaitu Aliza Yuliana dan Nisa Anisa atas semangat
dan kerja kerasnya mendukung dan dan melancarkan pelaksanaan FPAR ini,
terutama dalam proses penyusunan laporan FPAR ini hingga sampai menghasilkan
informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Ucapan terima
kasih kami sampaikan kepada APWLD yang selama ini terus berkomitmen
mendukung kelancaran proses pelaksanaan riset dan memberikan peningkatkan
kapasitas kepada para peneliti yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Kami berharap hasil riset FPAR ini dapat menjadi sumber referensi dan
pembelajaran bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam melakukan
perjuangan menghadapi krisis iklim, baik di tingkat lokal, nasional, regional
maupun global.

Jakarta, 25 Maret 2015

Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
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BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak

perubahan iklim. Tingginya bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti banijir,
tanah longsor, Kekeringan, badai adalah fakta atas kerentanan tersebut. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa selama 1982-2012
telah terjadi banjir (4,121), tanah longsor (1,983), Badai (1,903) dan kekeringan
(1,414), sebagai dampak dari fenomena perubahan iklim (Data BNPB, 2013). Di
tengah kebutuhan yang tinggi untuk upaya adaptasi, Indonesia  justru
menyatakan komitmennya mengurangi emisi hingga 26% pada tahun 2020
dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Pernyataan
tersebut dikeluarkan Presiden SBY pada pertemuan perundingan internasional
untuk perubahan iklim, COP 15 di Copenhagen, Denmark. Dari penurunan emisi
26% ini, sebanyak 14% diharapkan berasal dari sektor kehutanan.* Komitmen ini
diterjemahkan dengan pengembangan kebijakan dan proyek percontohan untuk
pengurangan emisi dengan mekanisme REDD+, yang dikembangkan untuk masuk
ke dalam skema perdagangan karbon internasional atau menggunakan
mekanisme pasar. Komitmen Indonesia telah mengundang berbagai pendanaan
iklim masuk ke Indonesia. Hingga tahun 2011 komitmen pendanaan iklim ke
Indonesia telah mencapai USD 4,4 milyar, terbagi dalam USD 3,48 bantuan
bilateral dan USD 913 juta bantuan multilateral, yang ditujukan untuk aktivitas
mitigasi perubahan iklim.* Hingga tahun 2010, telah ada 44 proyek percontohan
REDD (REDD Readiness) di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan berbagai
bentuk dan sumber pendanaan. Sedangkan, sumber pendanaan untuk adaptasi
perubahan iklim masih mengandalkan dana APBN (Bappenas, 2013).

Lebih lanjut lagi, Presiden SBY kemudian memilih Kalimantan Tengah
sebagai Propinsi Percontohan pelaksanaan REDD+ dalam Sidang Kabinet,
Desember 2010.2 Presiden memilih Kalimantan Tengah berdasarkan kombinasi
dari penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan hasil penilaian SATGAS
REDD menunjukan bahwa Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan tutupan

*UNREDD Programme, Implementasi Mekanisme REDD+ di Propinsi Sulawesi Tengah,
Ringkasan Eksekutif Persiapan REDD+ di Sulawesi Tengah.

* Brown, Jessica and Leo Peskett, Climate Finance in Indonesia: Lessons for the Future of
Public Finance for Climate Change Mitigation

3 Presiden Pilih Kalteng Provinsi Percontohan REDD,
http://www.antaranews.com/berita/239939/presiden-pilih-kalteng-provinsi-percontohan-
redd
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